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Kepada Pemerintah Kota Denpasar Untuk Mendapat
dalam rangka Penyelenggaraan Perhatian dan Bantuan
Program Upaya Kesehatan Sebagaimana Mestinya.
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Denpasar, 31 Desember 2024

Nomor ¢ 654/KEU/03.01.01/X11/2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Gabung

Hal ¢ Mohon Rekomendasi atas
Usulan Bantuan Hibah Tahun
2026

Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Denpasar

di-
Denpasar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Palang Merah Indonesia Kota
Denpasar yang berkesinambungan, kami merencanakan mengajukan Proposal
mohon bantuan hibah kepada pemerintah Kota Denpasar untuk tahun anggaran
2026, sebelum Proposal tersebut kami ajukan sesuai dengan Peraturan Walikota
Denpasar Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,
Dan Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertangungjawaban Serta Monitoring Hibah
Dan Bantuan Sosial, besaran nilai permohonan tersebut harus pendapat
persetujuan dalam bentuk rekomendasi dari SKPD terkait dalam hal ini dari Dinas
Kesehatan Kota Denpasar.

Untuk itulah kami mohon surat rekomendasi untuk kelengkapan proposal yang
kami akan ajukan ke Pemerintah Kota Denpasar, sebagai pertimbangan kami
lampirkan Proposal beserta RKA dan RAB tahun 2026 (terlampir).

Demikianlan permohonan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan
rekomendasinya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Palang Merah Indonesia Kota Denpasar, JL. Imam Bonjol KM. 3 No. 182 Denpasar 80119
Telp. /Fax : (0361) 480282 E-mail : denpasar®pmibali.or.id



Denpasar, 31 Desember 2024

Nomor : 653/KEU/03.01.01/X11/2024 Yth. Bapak Walikota
Sifat . Biasa Denpasar
Lampiran : 1 (Satu) Gabung di-

Hal : Permohonan Hibah Denpasar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah Kota Denpasar dan
dalam rangka menunjang kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota
Denpasar, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam
bentuk hibah berupa uang, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami
dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan
pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di
daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

a. Belanja rutin kebutuhan operasional kantor sehari-hari

b. Belanja perlengkapan kantor

c. Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor dan Kendaraan

d. Belanja Jasa Non Pegawai (Gaji Karyawan,Perjalanan Operasional
Pengurus dan jasa panitia kegiatan)

e. Belanja Operasional Program Kegiatan

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya
Bapak Walikota Denpasar berkenan untuk dapat membantu kami dalam
bentuk pemberian hibah uang. Sebagai bahan pertimbangan Bapak,
terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenaan dan Bantuan Bapak
diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

g Merah Indonesia
Kobd DEpasar

A B Wibawa, SE.
.~\——-—' =~ v
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PERMOHONAN BANTUAN HIBAH

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR
TAHUN 2026

PMI
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PROPOSAL HIBAH

PERMOHONAN BANTUAN HIBAH BERUPA UANG
KEPADA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGARAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN
PENYELENGGRAAN PELAYANAN KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2026

. LATAR BELAKANG

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi sosial kemasyarakatan
yang bergerak di bidang kemanusiaan baik untuk Usaha Kesehatan Tranfusi
Darah maupun Penanggulangan Bencana sesual dengan Keputusan Presiden
No. 25 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden No. 246 Tahun 1963 tentang
Perhimpunan Palang Merah Indonesia, Tugas Pokok dan Kegiatan PMI.

Sehubungan dengan tugas PMI tersebut yang mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah, dan mengacu pada Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah dan sesuai dengan Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 46, Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelayanan Darah yang menyebutkan PMI sebagai
organisasi kemasyarakatan dapat menerima hibah secara terus menerus,
Dalam rangka menerapkan kegiatan secara nasional maupun internasional
peran serta PMI dalam mendukung program pemerintah sudah dilandasi
dengan di sahkannya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Kepalangmerahan. Untuk itulah PMI memerlukan dukungan dana,
sarana dan prasarana untuk operasional PMI di wilayah Kota Denpasar yang
selama ini sangat terbatas keberadaannya dalam mensukseskan program-
programnya

. MAKSUD DAN TUJUAN
A. Maksud dari permohonan bantuan hibah berupa uang ini adalah:
1. PMI bermaksud untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam
SUMBANGSIH program vyaitu :
& 9 : Siaga penanggulangan bencana dan pelayanan
ambulance 118-24 jam bersama BPBD, Dinas
Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Denpasar

palang Merah Indonesia Kota Denpasar, JI. Imam Bonjol KM. 3 No. 182 Denpasar 80119
Telp./Fax : (0361) 480282 E-mail : denpasar®pmibali.or.id
Website http://veww.pmi.denpasarkota.go.id



b. U : Usaha kesehatan tranfusi darah pelayanan 24 jam di
RSUD Wangaya Denpasar bersama Perhimpunan
Donor Darah Kota Denpasar

c. M $ Mendidik/melatih tenaga kader relawan PMI

d. BANG : PMI turut serta membangun masyarakat desa dalam
berbagai bidang

e. SHH : Asah-asih-asuh yang diterapkan di PMI dapat

meringankan beban masyarakat dan memberikan
pemahaman tentang Hukum Prikemanusiaan maupun
HAM

2. PMI sebagai organisasi sosial kemasyarakatan tetap berpegang teguh
pada 7 Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
Internasional yaitu :

Kemanusiaan

Kesamaan

Kenetralan

Kemandirian

Kesukarelaan

Kesatuan

g. Kesemestaan

3. PMI bersama pemerintah selama ini telah bekerja sama melaksanakan
kegiatan. Hal ini memerlukan dukungan terutama bantuan berupa
hibah uang pada Tahun Anggaran 2026 sehingga kegiatan bisa
berkesinambungan

m~panow

B. Tujuan bantuan hibah berupa uang ini kami akan pergunakan untuk :
1. Pelayanan siaga ambulance 24 jam di Markas PMI Kota Denpasar
untuk hal-hal sebagai berikut :
a. Penanganan korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota
Denpasar
b. Penanganan korban kebakaran, kecelakaan kerja,
keracunan, digigit binatang dan lain-lainnya
c. Merujuk korban/orang sakit dari dan ke rumah maupun
rumah sakit
d. Pelayanan ambulance jenazah
2. Pelayanan unit transfusi darah 24 jam di RSUD Wangaya  dengan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Mencari/melayani donor darah sukarela



b.

c'

d.

Membentuk unit perhimpunan donor darah (PDDI) di
masyarakat dan mensosialisasi arti pentingnya donor darah
bagi masyarakat

Mengirim tenaga ATD untuk meningkatkan kinerja
karyawan tranfusi darah

Melayani dan menyediakan tranfusi darah kepada pasien di
RSUD Wangaya

3. Pelayanan P3K terpadu dengan Dinas Kesehatan seperti :

6.

7.

a.

b.

C.

d.

Kegiatan Pekan Olah Raga Seni Pelajar se-Kota Denpasar
Kegiatan-kegiatan penting lainnya yang membutuhkan
petugas P3 K

Siaga 24 jam hari-hari besar agama dan tahun baru dengan
membuka pos P 3 K di beberapa tempat

Memberikan pelatihan P 3 K bagi masyarakat

Mendidik generasi muda dalam wadah kelompok Palang Merah
Remaja (PMR), Tenaga Sukarela (TSR), Korps Sukarela (KSR)

. Mengikuti pokja-pokja yang dikoordinir oleh OPD terkait seperti :
a.
b.
c.
d.

Penanggulangan Kasus demam berdarah
Penanggulangan rabies
Penanggulangan virus flu burung
Penggulangan HIV/AIDS. DU

Memperjuangkan HAM dan menanggulangi terjadinya tindakan
yang tidak berperikemanusiaan
Mensosialisasikan Hukum Perikemanusiaan Internasonal

RINCIAN ANGGARAN BELANJA, NILAI HIBAH DAN RKA

Rincian anggaran belanja, nilai hibah dan RKA dapat kami sampaikan

sebagaimana terlampir pada lampiran proposal ini.

WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

A. Waktu pelaksanaan kegiatan/program kegiatan PMI disesuaikan dengan
jadwal pelaksanaan selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember
tahun 2026

B. Lokasi/tempat pelaksanaan kegiatan PMI berada dalam lingkungan wilayah
Kota Denpasar yang akan disesuaikan di 4 Kecamatan se-Kota Denpasar

PENUTUP

A. Adapun untuk melengkapi proposal ini kami lampirkan beberapa
persyaratan untuk mengajukan proposal ini antara lain sebagai berikut :

Badan Hukum

Struktur Organisasi

Daftar Riwayat Organisasi

1

S e

NPWP

Fotocopi Rekening Bank



6. Dokumen pendukung lainnya, seperti :
a. Surat keterangan domisili Markas PMI Kota Denpasar
b. RKA Usulan Hibah berupa uang kepada Pemerintah Kota
Denpasar
c. Rekomendasi Hasil Evaluasi atas usulan hibah dari Dinas
Kesehatan
d. Salinan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat

No. 25 Tahun 1950
e. Salinan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No.246

Tahun 1963, Tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia
f. Salinan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan.
Demikianlah proposal ini dibuat untuk mendapat perhatian sebagaimana
mestinya, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih

Denpasar, 31 Desember 2024

Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Denpasar
Sekretaris,

N

RSpsA (é., bawa, SE., MM.  Drs. | Gst. Agung Rai Anom Suradi, MM.

PP o
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RENCANA KERIA DAN ANGGARAN

FORMULIR |
1
SATUAN KERIA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
|
PEMERINTAH KOTA DENPASAR 2-2-1 |
TAHUN 2026 : )
Urusan Pemerintah " 1- URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELA YANAN DASAR
Bidang Urusan :.1.02- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Prégia : 1.02.02- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN UNTUK UMK DAN UKP RUJUKAN
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi : 1.02.0.0.00.0.00.01.0000- DINAS KESEHATAN
Unit . 1.02.02.2.02.0038- DINAS KESEHATAN
Sumber Dana ;
Lokasi Kegiatan : Kota Denpasar
Waktu Pelaksanaan : Januan s.d Desember 2026
Kelompok Sasaran : Masyarakat di Kota Denpasar
Jumiah Tahun 2024 : Rp. 3.000.000.000.- ( Tiga milyar rupiah )
Jumlah Tahun 2025 sc ﬁf.is:z;,:;: ;1.51 1,- (Tiga milyar scmbilan ratus tujuh puluh dua juta dclapan ratus cmpat belas ribu lima ratus
Jumlah Tahun 2026 : Rp. 4.370.000.000,- (Empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta_rupiah)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja
Indlkator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Penyelenggaraan Pelayanan Program Palang Merah 100%
Masukan : Jumlah Dana Rp 4.370.000.000
Keluaran : -Terlaksananya Kegiatan Rutin Markas Terlaksananya Kegiatan Rutin Oprasional Markas
-Terlaksananya Pelayanan Palang Merah
Hasil : Penyclenggarazn Pelayanan Program Palang Merah 100%
Rincian Belanja Sub Kegiatan
RINCIAN PERHITUNGAN =)
KODE REKENING Koefisien ] Satuan Hll!l Sateas Jumlah (Rp)
1 3 4 5 6=(3X5)
s BELANJA DAERAH 4.370.000.000
5|1 BELANJA OPRASI 4.370.000.000
5] 1]02 Belanja Barang dan Jasa 3.783.454.000
5| 1}(02]01 Belanja Barang 328.838.900
5| 1]02]01]01 Belanja Bahan Pakai Habis 328.838.900
5| 1]02]01]01]|0004|Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas 75.000.000
Solar 1 Tahun 30.000.000 30.000.000
Pertamax 1 Tahun 45.000.000 45.000.000
5] 1/02]01]01]0012|Belanja Bahan-Bahan Lainnya 46.400.000
Banten Schan-han, Pumama, Tilem, DI 12 Bulan 1 700 000 20 400 000
Banten Piodalan 1 Tahun 22.000.000 22.000.000
Banten Tumpek Landep I Tahun 4.000.000 4,000,000
5] 1]02{01]01]0015]|Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 126.565.000
Masker 120 Kotak 71.000 8.520.000
Handscoon Non Steril (ukuran L) 120 Kotak 120.000 14.400.000
Elastis Bandage]5x4,5 CM 50 Bush 50.000 2.500.000
Selang O2 Dewasa (Kanul) 20 Pcs 29.000 580.000
Selang 02 Sungkup Dewasa 10 Set 40.000 400.000
Tensimeter Aneroid 1 Unit 1.141.000 1.141.000
Stetoskop Dewasa 1 Buah 1.557.000 1.557.000
Alat ukur Saturasi oksigen (pulsc oximeter) 2 buah 500.000 1.000.000
Regulator Oksigen 6 Set 350.000 2.100.000
Pulse Oxymeter 1 Buah 1.875.000 1.875.000
Stretcher/Brankard 1 unit 52.800.000 52.800.000
‘Timbangan Balance 1 Unit 35.000.000 35.000.000
Hand Scaler/ Tube Stripper 1 Unit 4.692.000 4.692.000




02 01 01| 0023 |Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lalnnya 12.750.000
Suku Cadang Roda 4 3 UniVTh 4.000.000 12.000.000
Suku Cadang Roda 2 1 UnivTh 750.000 750 000
02| 01| 01] 0024 | Belunju Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.078.000
Amplop 15 Pack 32.000 480.000
Buku Tulis Folio 5 Buah 57,000 285.000
Buku Agenda Surat Masuk 2 Buah 32.000 64.000
Ballpoint 5 Lusin 270.000 1.350.000
Ballpoint Ball Liner Pilot 10 Buah 38.000 380.000
Binder Clip 111 15 Kotak 11,000 165.000
Binder Clip 155 15 Kotak 19.000 285 000
Post It 15 Buah 13.000 195.000
Post It Memo Stik 15 Buah 19.000 285.000
Hertas [TVS A4 55 Rim 56,000 3.080.000
Klip Seagul no.5 5 Box 76,000 380.000
Isi Staples 10 2 Box 55.000 110.000
Isi Staples 3 1 Box 109.000 109.000
Stop Map 5 Dus 72.000 360.000
Map Jepit 50 Buah 15.000 750.000
Map Plastik Kancing 200 Ruah 4.000 800 000
02| 01| 01 0026 |Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 4.380.000
Cetak Kertas KOP 10 Rim 190.000 1.900.000
Blanko Disposisi 10 Buah 43.000 430 000
Foto Copy Laporan Tahunan 2000 Lembar 350 700.000
Ambsen Ambulance 5 Rim 190.000 950.000
Cetak Laporan Tahunan 2 Buah 200.000 400.000
02] 01 01 0027 |Belanja Alat/Bahan Untuk Kegintan Kantor-Benda Pos 5.000.000
Materai 10 000 500 Buah 10.000 5.000.000
02] 01 01] 0029 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.750.000
Tinta Pnnter Canon Color 8 Botol 200.000 1.600.000
Tinta Pninter Epson Color 15 Botol 185.000 2.775.000
Tinta Printer Canon Black 8 Botol 200.000 1.600.000
Tinta Printer Epson Black 15 Botol 185.000 2.775.000
02| 01 01| 0030 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.601.000
Kaimn Lap 5 Lembar 35.000 175.000
Pembersih Lanta 6 Botol 20.000 120.000
Sabun Cuci Tangan 3 Galon 37.000 111.000
Kit Black Magic 4 Botol 39,000 156.000
Pengharus Ruangan 25 Kaleng 35.600 890.000
Kapur Barus 10 Bungkus 24.000 240.000
Prostek 1000 ML 5 Buah 27.000 135.000
Lap Kanebo 3 Buah 38.000 114.000
Kesct 10 Buah 166.000 1.660.000
02] 01 01 | 0036 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Keglatan Kantor Lainnya 331.400
Sapu Bulu 2 Buah 48.000 96.000
Sapu Ijuk 2 Buzh 4.000 8.000
Sapu Lidi 2 Buah 6.600 13.200
Sapu Lidi Tongkat 2 Buah 39.600 79200
Tisuc Toilet 5 Bungkus 15.400 77.000
Ember Plastik Besar 2 Buah 29.000 58.000
02] 01| 01 | 0037 | Belanja Obat-obatan-Obat 20.883.500
Pengisian Tabung Gas Oksigen Sedang 20 Tabung 121.000 2.420 000
Minyak Kayu Putih New 60 ml Cap Konicare 13 Botol 42.000 546.000
Minyak Telon Plus Konicare 125ml 13 Botol 74.000 962.000
Fresh Care 15 Botol 14.000 210.000
Counterpain 60 gr 15 pes 223.000 3.345.000
Betadine antiseptik solution 30ml 15 Botol 46.000 690.000
Betadine OINT 10 gr 15 Tube 35.000 525.000
ALKOHOL 70 PERSEN 1000 ML 30 Bolol 86.000 2.580.000
Cairan Infus Pencuci Luka 36 Buah 27.000 972.000
Pembersth Mata 12 ml 12 Botol 56.000 672.000
Eti) klorida spray 100 ml 12 Bolol 234.000 2.808.000
Oxycan 12 Botol 250.000 3.000.000




KASA STERIL 16X16 12 Box 20.000 240.000
Kasa Hidrofil Gulung uk. 40 yard x 80 cm 5 Roll 225.000 1.125.000
Kasa Pembalut 4 x 10 em 100 Roll 2.700 270.000
Kasa Pembalut Hidrofil 4 m x 15 cm 50 Roll 4.000 200.000
Hansaplast 5 box 63.700 318.500
5 02 01| 01 | 0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.100.000
Rapat Staf’ 1 Tahun 8.100.000 8.100.000
Air Is1 Ulang 400 Galon 20.000 8.000.000
5 02] 02 Belanja Jasa 3.454.615.100
S 02]|02] 01 Belanja Jasa Kantor 3.454.615.100
5 02102 01| 0003 |Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 89.200.000
Honararium Narasumber (10 Unit KSR Se-Kota Denpasar 700 Jam 100.000 70.000.000
Honorarium Pembina PMR Mula 192 Hari 100.000 19.200.000
5 02} 02 01} 0019 |Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 20.000.000
-Belanja Penanganan Darurat Bencana 1 Tahun 20.000.000 20.000.000
§ 0202} 010026 [Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.190.452.476
Jasa Tenaga Administrasi | Tahun 2.190.452 476 2.190.452.476
5 02 02| 01| 0059 | Belanja Tagihan Telepon 24.000.000
Jasa Telepon Kanlor 12 Bulan 2.000.000 24.000.000
5 02] 02| 01 | 0060 | Belanja Tagihan Air 1.200.000
Jusa Air Kantor 12 Bulan 100.000 1.200.000
5 02| 02 01| 0061 | Belanja Tagihan Listrik 42.000.000
Jasa Listnk Kantor 12 Bulan 3.500.000 42.000.000
5 02| 02| 01 ] 0067 |Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.275.000
Ambulance Isuzu EIf DK 9988 A 1 Unit 550.000 550.000
Ambulance Mazda DK 9192 A 1 Unit 400.000 400.000
Ambulance Grand Max DK 9834 JA 1 Unit 350.000 350.000
Mobil APV DK 1586 AX 1 Unit 3.100.000 3.100.000
Scpeda Motor Yamaha Vega DK 3537 B 1 Unit 360.000 360.000
Kijang Inova DK 1871 A 1 Unit 700.000 700.000
Kijang Inova DK 1424 A 1 Unit 815.000 815.000
5 020202 Belanja Iuran Jaminan Keschatan/Asuransi 108.000.000
S 02 02 02| 000S | Belanja Turan Jaminan Keschatan Bagl Non ASN 108.000.000
Juran BPJS Keschatan 12 Tahun 9.000.000,00 108.000.000
5 02]02)12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 973.487.624
5 02] 02| 13 | 0001 [ Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 325.926.900
Pelatihan Pertolongan Pertama Relawan & Crew Ambulang 1 Program 117.771.600 117.771.600
Gathering PMI Kota Denpasar 1 Program 64.071,000 64.071 000
Peningkatan Kapasitas Mitra PMI Kola Denpasar 1 Program 35.000.000 35.000.000
Pclatihan Manajemen Bencana Mitra PMI Kota Denpasar 1 Program 50.000.000 50.000.000
Peningkatan Kapasitas Bidang PB 1 Program 59.084.300 59.084.300
5 02] 02| 13| 0002 |Belanja Sosialisasi 586.429.224
Lanjutan Pemeriksaan Golongan Darah Gratis 1 Program 30.000.000 30.000.000
MUSKOT (Musyawarah Kota) 1 Program 177.461.000 177.461.000
MUKERKOT (Musyawarah Kerja Kota) 1 Program 32.647.000 32.647.000
Pleno Pengurus PMI Kota Denpasar 1 Program 8.800.000 8.800.000
Hari Relawan 1 Program 16.860.000 16.860.000
HUT 8 Mei 1 Program 4.645.000 4.645.000
HUT 17 Scptember 1 Program 13.070.000 13.070.000
HUT Kota Denpasar 1 Program 5.000.000 5.000.000
HUT PMI Kota Denpasar 1 Program 104.500.000 104.500.000
[.omba Media Jurnalis 1 Program 24.962.000 24.962.000
Podcast PMI Kota Denpasar 1 Program 11.330.000 11.330.000
Manajemen Media Komunikasi Publik 1 Program 75.540.000 75.540.000
Study Tiru 1 Program 81.614.224 81.614.224
5 02102} 13 | 0003 | Belanja Bimbingan Teknis serta Pendidikan 61.131.500
Kegiatan Forum Remaija Palang Merah Indonesia (FORPIS 1 Program 10.000.000 10.000.000
Hari Kesiopsiagaan Bencana Nasional dan Simulasi 1 Program 18.131.500 18.131.500
Pembinaan Relawan 11 Unit 3.000.000 33.000.000




5 02|03 Belanja Pemeliharaan 140.310.000
S 02]03]| 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 140.310.000
5 02} 03| 02] 0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 16.510.000
-Pemeliharaan Komputer 7 Buah 730.000 5.110.000
-Pemcliharaan Leptop 9 Buah 730.000 6.570.000
-Pemeliharaan Printer 7 Buah 690.000 4.830.000
" oilea] aal vose mMnmn Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor 28,000,060
pang
Pemeliharaan Mobil Roda 4 1 Unit 25.000.000 25.000.000
[ 02] 03| 02| 0040 |Relanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 40.000.000
Pemeliharaan Ambulance 4 Unit 10.000.000 40.000.000
5 02] 03| 02] 0121 |Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 48.800.000
Service AC (20 Unitx 2) 80 Unit 610.000 48.800.000
5 02{03]|03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.000.000
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung
5 0203 03 0037 | ot Kerja Lainnya 10.000.000
Pemeliharnan Gedung I 1 [ Tawe | 10000000 | 10,000 000
5 02]04] 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.000.000
5 02) 04| 01 | 0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.000.000
Belanja Perjalanan Dinas | Tahun 25.000.000 25.000,000
5 02] 05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Keﬂ&nl?ﬂuk Lain/Masyarakat 90.000.000
5 02]05] 02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 90.000.000
5 02| 05) 02 Belanja_Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 90.000.000
Bhakti Penganyar 60 Orang 1.500.000 90.000.000
5 Belan)a Modal 331.236.000
5 02] 05 Belan]a Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 30.638.000
5 021 0S| 01 | 0004 | Belanja Modal Alat Penylmpanan Perlengkapan Kantor 13.053.000
Alman 2 Pintu 1 Unit 3.003.000 3.003.000
Filling Kabinet 4 Laci 2 Unit 2.900.000 5.800.000
Lemari Arsip Brother 1 Unit 4.250.000 4.250.000
5 02 05] 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.585.000
5 02| 05 02| 0001 | Belanja Modal Mebel 5.585.000
Sofa Tamu 1 Unit 5.585.000 5.585.000
5 02|05 03 Belanja Modal Meja dan Kunsi Kerja/Rapat Pejabat 12.000.000
5 02| 05| 03| 0001 | Belanja Modal Mcja Kerja Pejabat 12.000.000
Meja Kerja Staf Pelaksana | 2 | Bush | 6.000.000 | 12 000.000
5 02] 10 Belanja Modal Komputer 125.598.000
5 03] 10} 01 Belanja Modal Komputer Unit 30.000.000
5 04| 10| 01] 0002 |Belanja Modal Personal Komputer 30.000.000
Komputer PC | 2 | Unt | 15000000] 30.000.000
5 02] 10| 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 95.598.000
5 02| 10| 02| 0005|Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 95.598.000
Drone 2 unit 35.000.000 70.000.000
Dry Box Camera 1 unit 2.100.000 2.100.000
Hardisk Ekstcrnal 2 TB 1 buah 2.148.000 2.148.000
Green Screen 1 unit 3.500.000 3.500.000
Camera 1 unit 17.850.000 17.850.000




512]02]15 Belanja Modal Alat Keselematan Kerja 175.000.000
5]12]02]| 15|03 Belanja Modal Alat SAR 175.000.000
5| 2]02]15] 03] 0004 |Belanja Modnl Alat SAR Lainnya 175.000.000

‘Tenda Pleton Unit 35.000.000 175.000.000

Sckretaris,

7

.

Drs. 1 Gusti Agung Rai Anom SurgliLMMG‘Ad'

Denpasar, 31 Agustus 2024
PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR

1 Ketut Alit Gina Kusumajaya
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BANJAR BATANNYUH

DESA PEMECUTAN KELOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT

J1 Tmam Bonjol No.259, Telepon :..

SURAT KETERANGAN DOMISILI
NOMOR: 07 /3% 1 | g202¢

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Nyoman Sunarta
Alamat + JI. Imam Bonjol, Banjar Batannyuh, Desa Pemecutan Kelod
Jabatan - Kelian Dinas Banjar Batannyuh

Dengan ini menerangan bahwa:
Badan/Lembaga/Pokmas

Nama Ketua

: Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Denpasar
: I Kadek Agus Arya Wibawa, SE., MM

Alamat :J1. Imam Bonjol KM 3 No.182 Denpasar

Memang benar berada di wilayah kami dan lembaga tersebut memang telah ada sejak 2 (dua)

tahun lalu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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PALANG MERAH INDONESIA

JL Jend. Gatot Subroto Kav.96, Jakarta - 12750, Indonesia
P.O Box 2009 Cabls Indocross, Jakarta, Telex 66170 MB PMI TA
Telp7992323 (Hunding) Fac7995188

KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT PALANGC MERAH INDONESIA

No.003/KP/CB/PP/PENG/1996

tentang
PENGUKUHAN BERDIRINYA PALANG MERAH INDONESIA
CABANG KOTAMADYA DENPASAR

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA

Menimbang : a. bahwa telah terbentuknya Palang Merah Indonesia Cabang

Kodya Denpasar dengan Susunan Pengurusnya uniuk masa
bakti 1996 - 2001 telah ditetapkan dengan Surat

Pengurus PMI Daerah Bali No.20/SKP/CB/PD/PENG/
22/1996 tanggal 24 Juni 1996;

b. bahwa sebagai Cabang Palang Merah Indonesia yang baru
terbentuk perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pengurus
Pusat PME 2

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.25 tahun 1950

tentang pengakuan Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai
Badan Hukum;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.246 tahun 1963 ten
tang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpuna
Palang Merah Indonesia Bab IX Pasal 16 ayat 3b; "

Memperhatikan : 1. Surat Pengurus Palang Merah Indonesia  Daerah Bali
No.058/Psh/22/1996 tanggal 24 Juni 1996.

2. Surat Keputusan Pengurus PMI Dacrah Bali No.20/SKP/CB/
PD/PENG/22/1996 tanggal 24 Juni 1996,
' MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERTAMA Mengukuhkan berdirinya Palang Merah Indonesia Cabang Kodya
Denpasar terhitung mulai tanggal 24 Juni 1996




KEDUA

KETIGA

Nomor Kode untuk PMI Cabang Denpasar (NKPC) adalah 22.09

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkentingan untuk
diketahui dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan dirubah
dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 15 gustus 1996

\,




M_.) Merah

( /. Palang
{ Indonesia

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINS! BALI
NOMOR : 036/5K/PMI PROV.BALI/03.01/X1/12021
TENTANG
PENETAPAN DEWAN KEHORMATAN
PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR
MASA BHAKTI 2021-2026

PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI BALI

Menimbang " bahwa dalam rangka kelengkapan kepengurusan PMI Kota
Denpasar dianggap perlu untuk menetapkan Dewan
Kehormatan PMi Kota Denpasar masa bhakti tahun 2021-
2026
b. bahwa penetapan Dewan Kehormatan PMI Kota Denpasar
masa bhakti 2021-2026, perlu dituangkan dengan
Keputusan Pengurus PMI Provinsi Bali

Mengingat : 1. UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
2. PP Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI

Tahun 2019-2024

Memperhatikan :  Surat MKetua Pengurus PMI Kota Denpasar Nomor :
305/0RG/03.01.01/X1/2021 perihal Permohonan Surat Keputusan
(SK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :  Dewan Kehormatan PMI Kota Denpasar masa bhakti tahun 2021-
2026, yang terdiri dari :

1. dr. | Made Sudhana Satrigraha, M.Si

2. | Wayan Sugiarta, SE

3. dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes

4. | Made Merta Jaya, S.50s.,M.5i

5. |Made Erwin Suryadharma Sena, SE.,M.Si

Kedua :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 25 Nopember 2021

Pengurus
PAI.ANG MERAH INDONESIA
valnsi Bali

xKetua,

| GUSTI BAGUS ALIT PUTRA, SH.,5.50s.,M.S1

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Pengurus Pusat PMI di Jakarta

2. Walikota Denpasar di Denpasar
3. Arsip

Palang Merah Indonesia Provinsi Ball, J1. Imam Bonjol KM-3 No. 182 Denpasar 80119
Telp. (0361) 483465, 486937 Fax : 480344 E-malil : Info@ pmiball.or.id Web Site : www.pmibali.or.id
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SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI BALI
NOMOR : 037/SK/PMI PROV.BALI/03.01/X1/2021
TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR
MASA BHAKTI 2021-2026

PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINS| BALI
Menimbang ¢ bahwa Musyawarah Kabupaten Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Denpasar
telah menyusun Kepengurusan untuk masa bhakti 2021-2026 dan perlu di sahkan
serta dituangkan dalam bentuk Keputusan Pengurus PMI Provinsi Bali
Mengingat : 1. UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
2. PP Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun
2018 tentang Kepalangmerahan
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI Tahun 2019-2024
Memperhatikan : Surat Ketua Pengurus PMI Kota Denpasar Nomor : 305/0RG/03.01.01/X1/2021
perihal Permohonan Surat Keputusan (SK).

MEMUTUSKAN
Menetapkan $
Pertama ¢ Mengesahkan Kepengurusan PMI Kota Denpasar masa bhakti tahun 2021-2026,
dengan susunan sebagai berikut 4
Pelindung Walikota Denpasar
Ketua : | Kadek Agus Arya Wibawa, SE., MM
Sekretaris . Drs. | Gusti Agung Rai Anom Suradi, MM
Wakil Sekretaris ¢ | Putu Suta Wijaya, SE
Bendahara | : | Gusti Kade Seriani
Bendahara I Yulia Novianita, SE
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Transfusi
= Wakil Ketua : dr. Setiawati Hartawan, M.Kes
= Anggota : dr. 1.G.A.A Mas Widiastuti
Bidang Penanggulangan Bencana
= Wakil Ketua :  Drs. | Gusti Agung Putra Dhyana, M.Si
= Anggota : Ida Ayu Sri Padmawati, S.Sos
Bidang Relawan dan Pendidikan Pelatihan (Diklat)
= Wakil Ketua . Drs. | Made Mudra, M.Si .
= Anggota : | Gede Agus Suraharta, SH
Bidang Organisasi
e Wakil Ketua : Drs. | Made Widra, M.M
Anggota . Dra. Ni Nyoman Sujati, MM
Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Komunikasi
o Wakil Ketua : Fachrudin
= Anggota . | Nengah Nuarta, SH., MH
Kedua :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 25 Nopember 2021
Loy, Pengurus
PALANG 'MERAH INDONESIA
- Provinsi Bali
Ketua,
| GUSTI BAGUS ALIT PUTRA, SH.,S.Sos.,M.Si
Tembusan disampalkan kepada Yth : i

1. Pengurus Pusat PMI di Jakarta
2. Walikota Denpasar di Denpasar
3. Arsip

Palang Merah Indonesia Provins! Ball, JI. imam Bonjol KM-3 No. 182 Denpasar 80119
Telp. (0361) 483485, 486937 Fax : 490344 E-mall : Info@pmiball.or.id Web Site :www.pmiball.or.id
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Palang

indonesia

Denpasar, 16 Agustus 2022

Nomor : 20C/0RG/03.01/V1I1/2022
Lampiran ¢ 1 (Satu) Lembar

Kepada

Yth. Ketua Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Kota Denpasar

Di-

Tempat

Perihal : Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu Pengurus
Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari PMI Kota Denpasar Nomor: 372/0RG/03.01.01/VIII/2022
tentang “Mohon SK Pergantian Antar Waktu Pengurus PMI Kota Denpasar”, maka dengan ini
kami sampaikan Surat Keputusan (SK) PMI Provinsi Bali tentang Pengesahan Pergantian
Antar Waktu Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Denpasar (terlampir).

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Pengurus PMI Provinsi Bali (sebagai laporan)
2. Walikota Denpasar
3. Arsip

Palang Merah Indonesia Provinsl Bali, JI. Imam Bonjol KM-3 No. 182 Denpasar 80119
Telp. (0361) 483465, 486937 Fax : 490344 E-mall : Info@pmibali.or.id Web Site : www.pmibali.or.id
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SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI BALI
NOMOR : O&4 /SK/PMI PROV.BALI/03.01/VII/2022
TENTANG
PENGESAHAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR
MASA BHAKTI 2021-2026

PENGURUS PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI BALI

Menimbang : a. bahwa Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Denpasar
mengusulkan melakukan pergantian Pengurus Antar
Waktu untuk kelancaran administrasi kepengurusan.

b. bahwa pergantian dan perubahan posisi kepengurusan
tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan Pengurus
Palang Merah Indonesia Provinsi Bali

Mengingat :  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI

Memperhatikan : 1. Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi
Bali Nomor : 037/SK/PMI PROV. BALI/03.01/XI/2021,
tanggal 20 Nopember 2021, tentang Pengesahan
Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Denpasar masa
bhakti 2021-2026.

2. Surat Pengurus PMI Kota Denpasar Nomor
372/0RG/03.01.01/VII1/2022 tanggal 09 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN
Menetapkan S
Pertun‘: . 1. Mengangkat dan mengesahkan saudara | Ketut Alit Gina
Kusumajaya, A.Md.AK sebagai Bendahara Il masa bhakti
2021-2026 menggantikan saudari Yulia Novianita, SE.
Kedua :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 16 Agustus 2022

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Pengurus Pusat PMI di Jakarta

2. Walikota Denpasar
3. Arsip

Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, JI. Imam Bonjol KM-3 No. 182 Denpasar 80119
Telp. (0361) 483465, 486937 Fax : 490344 E-mail : Info@pmibali.or.id Web Site : www.pmibali.or.id



PERAN DAN TUGAS PMI

Peran PMI disamping menjalankan Fisi dan Misinya secara mandiri juga membantu
pemerintah dalam bidang sosial kemanusfaan, tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan

dalam ketentuan Konvens! Jenewa 1949 telah diratifikast oleh pemerintah Republik Indonesia pada
tahun 1958 melalui UU No 59.
Tugas Pokok PMI

Keslapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana

Pelayanan Kesehatan Transfusi darah

Pembentukan dan pembinaan Sukarelawan
- Pelayanan Sosial Kesehatan Masyarakat
- Penyebarluasan Prinsip Dasar Gerakan dan HPI

Dalam melaksanakan tugasnya PM! berlandaskan pada 7 (tujuh) prinsip dasar Gerakan Palang Merah
dan Bulan Sabit Merah, yaitu Kemanusiaan, Kesukarelaan, Kenetralan,
Kesamaan, Kemandirian, Kesatuan dan Kesemestaan.

PMI Kota Denpasar

Mengingat Sejarah berdirinya PM! Kota Denpasar yang diawali dengan pemisahan Denpasar
dari Kota Administratif menjadi Kota Madya yang sekarang berkembang menjadi Kota Denpasar,
dengan pemisahan pemerintahan tersebutlah mengantarkan PMI Cabang Badung dan PMI Cabang Kota
Denpasar pada tahun 1996 menjalankan manajemen dan kepengurusan masing-masing, diperkuat
dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Palang Merah Indonesia Kabupaten Badung dan Kota Madya
Denpasar Nomor 01/5.KP/22.5/22.9/V/1996 tentang Tim Konsolidasi PMI Cabang Badung dan PMI
Cabang Kodya Denpasar yg bertugas untuk membahas pembagian Aset meliputi Tenaga, Sarana
prasarana/Ruangan Kantor dana dan lain-lain. Berdasarkan hasil dari Tim Keonsolidasi tersebut, maka
dikeluarkannlah Surat Keputusan PM Pusat dengan Nomor : 003/KP/CB/PP/Peng/1996 tertanggal 15
Agustus 1996, sebagai pengakuan / Pengukuhan berdirinya PMI Cabang Kodya Denpasar. Berdasarkan
SK Pengukuhan tersebuat dengan berpedoman pada AD ART PMI dilaksanakannlah Musyawarah Kota
PMI Cabang Kota Madya Denpasar secara rutin yang sampai dengan sekarang telah masuk ke
Musyawarah Kota PM! Kota Denpasar yang ke V1, Kedudukan Kantor PMI saat itu masih Kantor bersama
PMI Cabang Badung dan PMI Cabang Kodya Denpasar, sekarang telah menjadi Kantor PMI Kota
Denpasar yang beralamat Jt. Imam Bonjol Km.3 Na 182 Denpasar. Telp. (0361) 480262. Markas PMI
Kota Denpasar dengan keterbatasan ruangan/Kantor yang ada yang masih dalam proses pengesahan
status tanah menjadi aset Pemerintah Kota Denpasar, telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai
Organisasi Sosfal Kemanusiaan dibidang bencana dan Unit Transfusi darah, serta tugas-tugas
tambahan penting dalam pembentukan dan pembinaan generasi Muda, kegiatan membantu Program

Pemerintah dan pembentukan unit-unit Donor Darah Sukarela ( DDS ) yang sampai saat ini telah
berjalan dengan baik dan lestari.
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PROFIL
PALANG MERAH INDONESIA KOTA DENPASAR

VISI DAN MISI PMI

Perhimpunan Nasional yang bergerak dibidang kemanusiaan di Indonesia yang dikenal dengan nama
Palang Merah Indonesta ( PMI ) telah disahkan secara resmi pada tanggal 17 Septamber 1945, Untuk
menjadi Perhimpunan Nasional yang berfungsi bak, Palang Merah Indonesia mempunyal vist dan misi
yang jelas tentang apa yang dilakukan dalam pengabdiannya di masyarakat. Visi dan misi diharapkan
dapat dimengerti dan diimplementasikan dengan baik dan didukung secara luas oleh seluruh

anggotanya dif seluruh tingkatan. Visi dan misi harus berpedoman pada Prinsip-prinsip Dasar Gerakan
Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional

Vist PMI ¢

Profesional, Mandiri, Berkarakter dan dicintai masyarakat

Misi PMI :

1. Menjadikan Organisasi kemanusiaan terdepan dalam meningkatkan kehidupan
masyarakat rentan
Meningkatkan kemandirian organisasi secara berkesinambungan metalui kemitraan strategis
msgkatkan Pelayanan PMI dalam tugas pokoknya dibidang Bencana alam dan unit Transfusi

Meninglatkan kerjasama dengan Pemerintah dalam Program-program kemanusiaan
Meningkatkan reputasi PM1 ditingkat Nasional dan Internasional

e kD

SEJARAH

Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebenamya sudah dimulaf sejak masa sebelum Perang Dunia Ke-
Il. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873 Pemerintah Kolontal Belanda mendirikan Palang
Merah di Indonesia dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai), yang kemudian
dibubarkan pada saat pendudukan Jepang Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia
sendiri diawall sekitar tahun 1932. Kegiatan tersebut dipeloperi oleh Dr, RCL Senduk dan Dr Bahder
Djohan. Rencana tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelafar Indonesia.
Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut ke datam sidang Konferensi Nerkai pada tahun
1940 walaupun akhimya ditolak mentah-mentah. Terpaksa rancangan ftu disimpan untuk menunggu
kesempatan yang tepat. Seperti tak kenal menyerah, saat pendudukan Jepang, mereka kembali
mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional, namun sekali lagi upaya itu mendapat
halangan dari Pemerintah Tentara Jepang sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu harus kembali
disimpan. Tujuh betas hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3
September 1945, Presiden Soekamo mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang
Merah Nastonal. Atas perintah Presiden, maka Dr, Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Kabinet |, pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia § yang
terdirl dart: dr R. Mochtar (Ketua), dr. Bahder Djohan (Penulis), dan dr Djuhana; dr Marzuki; dr.
Sttanala (anggota). Akhimya Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada 17
September 1945 dan merintis keglatannya melalul bantuan korban perang revolus! kemerdekaan
Republik indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. Oteh karena kinerja
tersebut, PMI mendapat pengakuan secara Intemasional pada tahun 1950 dengan menfadi anggota
Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Keppres No.25 tahun
1959 dan kemudian diperkuat dengan Keppres No.246 tahun 1963.

JI. Imam Bonjol KM3 No. 182 Denpasar 80119
Telp./Fax : (0361) 480282 E-mail : denpasar@pmibai.or.id
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Salinan dari salinan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Mendengar

Mealmbang

Menimbang

Menimbarg

Menimbang

Menimbang

Memperhatiksn

No. 23 TAHUN 1950

KAML, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menteri Keschatan dan Menteri Kehalman

bahwa menunut perdjandjian-peralihan dalam penjerahan kedaulstan olch
Keradjeasn Belanda kepads Republik Indonesia Serikat semus
perdjandiian intenasional Jang dilakukan oleh Keradjaan Belanda dan
beriakn di Indoneaia, tetap berlalu untuk Republik Indonesia Serikat,
asal sadja dalam perdjandjian intemnasional itu, karena sturan-aturan jang
dimuatnja, menjebabkan Republik Indonesia Serikat ta' mungkin dapsd

lheut serta ;

bahwe conventte Geneva tentang pekerdjaan  palang-merah
(1864,1906,1949) adalsh sustu perdiandjian imemasionsl seperti
dimaksud diatas jang tetap beriakyu untuk Republik indonesia Serikan;

hahwa motuk memeniuhi bunjinya Conventic terscbut dianggap perlu
adanya sustu perhimpunan jang mendjalankan pekerdjaan palang merah ;

undjukkan sebagal
perhimpunan jeng beri peaolongen dengan sukarbls baik kepada
umum meupun kepada bedun Pemeriniaban istimewa dalam arti fatsal
26 daripada Convientle Geneva,

bahwa sudah selajoknjs kalau pekeriasn itu selerusaya discralkun
kepsda perhimpunsn tersebut dan memundjuknya sebagal satu-satunya
organisssi jang dapst mendjalankan pekendjsan palang-merah meourut
Conventie tevsebut di Republik Indonesia sera mengakuinja scbagai
badan hukum;

fatsal 5 perdjandiian-peraliban peniershan kedaulstan, dan fatsal-fanal
68, 117, 118, 119, 192 dan 193 Konstitutic Republik Indoncsia Serikat
dan fatsal 2 deri Persturen pe7 ngakusn perkumpulan, sebsgai baden
hukum (1870 po, 64);

Menctaphss ;

Mengesahkan Anggaran Dasar dari dan mengakui sebagai badan-hukum

‘Perhimpunan Paiang Merab Indonesla’
menundjuk "Perhimpunan palang Merzh Indonesia” sebagai satu 3
rganisasi untuk mendjatank 4 ) h di Republik Indonesia

Serikat menurut Conventic Geneva (1864, 1906, 1929,1949),
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Dietapkan di Djakurta pada tanggal 16-1 'S0
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ud.

SOEKARNO
MENTERIKESEHATAN
fud.

J. LEIMENA
MENTERI KEHAKIMAN

td.
SUPOMO

Dikeluarken di Djakerta pada
tanggal 16 Djanuari 1950.
DIREKTUR KABINET PRESIDEN
td.

AK PRINGGODICGDO

Duaalin sesuas asiiny® cieh
Maskas Besar PN, 28 3 198%

ud

On }i Somanio Mangosnsuling

/
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Sekretariat Negara

Kabinet Presiden
Sts, 3272/12/63-50
Salinan darl salinan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ne. 246 TAHUN 1963

TENTANG
PERHIMPUNAN PALANG MERAH INDONESIA |
KAMI. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Meslmbaug a. bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia merupakan sugtu organisasi nasionz| jang berdiri atas
azas perikemanusisan dan karens sangat sesuai dengan falsafeh negara ' PANCASI].A"

b. bahwa Perhimpunan Palang Merzh Indonesia selama ini telsh menundjukkan aktivitasnja sebagai
perhimpunan jang selalu memberi penolongan dengan sukarela baik Kepada umum maupun kepada
badan-badan pemerintahan;

¢. bahwa sampai seat ini belum ada peraturan tentang Perhimpunan Palang Merah tersebut, schingga
dipandang peru scgera menetapkan persturan tentang Perhimpunan Palang Mersh Indonesia,

terutama mengenai kedudwkan dan rugasnia;
Mongiogat 1, Pasal 4 aiet 1 Undang-undang Dasar.

2. Keputusan Presiden No. 25 tahun 1950 tentang pengesaban Anggaran Dasar dan pengakuan stbagai
badan hukum Palang Merah Indonesia’ dan penundjukkan Palang Merah Indonesia sebagei satu-
satunia organisasi untuk melaksanakan pekerdjaan palang merah di Negara Republik Indonesia
menurut Konvensi Dienewa;

3. Undang-undang No. 59 tabun 1952 tentang lkut seria Negara Republik indonesia dslam seluruh
Konvensi Djcnewa tanggal 12 Agusius 1949;

Mendengar Wakil Perdana Menteri 11, Menteri Koordinator
Kompartemen Penghanan/Kesmanan dan Meateri Koordinator Kompartemen Keosedjahteraan;
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN
TENTANG FERHIMPUNAN
PALANG MERAH INDONESIA
BAB]
KETENTUAN Umiums
Pasall

(1) Perhimpunan Palang Merah Indonesia sclandjutmja discbut PMJ, adalah suatu organisasi nasional, jang berdiri alas
azas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedabedakan bangsa, golongan dan faham politik.

12} PMI bertanggungdjswab kepada Pemerintsh mengenai terjaksananjs dengan baik nigas-tugas PM] sebagaimana
tersebut dalam Anggaran Dasar PML

(3) Pengurus besar PMI benanggungdjawsb mengenai pelaksanaan tugas-tugasnis sebagaimana termakiub dalam
pasal 7 -Anggaran Dasar PMI kepada Wakil Perdana Menteri
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BAB 1

TUGAS POKOK
DAN KEGIATAN-KEGIATAN

Pasal 2

(1) PMI berindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanasn hubungan luar negeri dalam lapangan
kepalangmerahan untuk memenuhi sjarat-siarat jang ditentukan dalam Konnvensi Djenewa terhadap dunia luar.

(2) Disamping tugas-tugas Jang termakiud padm ajst(l) distss, PM] mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan
tugas-tugas baik didalam negeri maupun diluar negeri dengan tudjumn tugas-fugas bentusn pertama pada tiap-tisp
bentiana slam jang terjadi balk didalam segeri mavpun diluar negeri dengan fudjuan untuk mentjari ketangkasan-
ketangkasun dalam melaksanakan tugas-tugas pada waktu ada perang disampingnja tudjuen pokok dari PM I dalam
lapangan perikemanusiaan,

Pasal

(1) Untuk dapat melaksanakan ketenmnan datam pasal 2 PMI mengusahakan ikt senania bangsa Indonesiassetjara
maksimat dala lapangan tenaga maupun dana materi.

(2)  Tiap tabun kepada Pemerint&h herus diadjukan rentjana kerdja tahun berikutnja dan laporan tentang kegiatan
tahun jang lampau. Rentjana kerdja dan loporan ini diadjukan selambat-lambatnjn poda tanggal ! April tizp tahun,

Pasnl4
(1) Untuk melaksankan ketentuzn dalam pasal | ajat (3) Meatesl Koordinstor Kompuricmen Pertahanan/Keamaman
menjusun sebagai tuges serta hak-hak entsra Angkatan Bersendjate dan PMI dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan dalam Konvensi Djcocwa.
(2) Tuges ini diperintji untuk dilaksanaksn dalam wakin perang dan dalam wakts damai,
Pasal 5
Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 sjat (2) Menteri Koordinator Kompartemen Kescdjahteraan mengatur
pembagian tugas dan hak-hak antara Departemen-departemen dalam Kompanemen Kesedjahteraan dengan PMI dengan
memperhatikan peraturanperaturan jang dikeluarkan oleh Liga Palang merah.
Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 sjat (1) PMI harus mendepatkan pengesahan lebih dahulu dari wakil
Perdana Menteri terutama dalam hal kegistan ‘findraising’.

BABIII
ATURAN PENUTUP
Pasal 7

Kecuall tentang hal-hal fang telah ditenmukan dalam Keputusan ini Wakil Perdana Menteri meniadskan peraturan tentang
scgala sesuatu jang berhubungan dengan kepalang-merahan dengan mendengar pertimbangan dari Pengurus Besar PMI.

Pasal B
Keputusan ini mulai beriaku pada hari ditctapkaanjs.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal : 29 Nopember 1963

PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA
nd.

Soeksrnu
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Sesuai dengan jang asli
Wakil Sekretaris Negara
td.

SANTOSO(S. H)
BRIG.JEN. TNL

Disalin sesual dengan aslinya olch
Markas Besar Palang Merab Indonesia
Jakarts. 28 Maret 1989
d.

Dr. 31 SOCSANTO MANGOINSADITO
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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| - UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA. .

) - NOMOR 1 TAHUN 2018I- é
3 TENTANG .
) KEPALANGMERAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

3
3
L
? Menimbang : a. bahwa kegiatan kemanusiaan berupaya untuk
mendukung tujuan negara dalam meclindungi segenap
3:[ _ bangsa Indonesia dan scluruh  tumpah darah
! Indonesia untuk menciptakan ketertiban dunia dan
3 ] berkeadilan sosial; '
B b. bahwa untuk mclaksanakan kegiatan kemanusiaan
ncgara membentuk  perhimpunan nasional yang
9 menggunakan Lambang Kcpalangmerahan sebagai
9 tanda pclindung dan tanda pengenal;
c. bahwa dengan telah diratifikasinya Konvensi Jenewa
3 Tahun 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59
E) Tahun 1958 tentang lkut-Serta Negara Republik
_ Indonesia dalam Scluruh Konpensi Jenewa tanggal 12
9 Agustus 1949, mewajibkan ncgara  untuk
a mcnerapkannya dalam sistem hukum nasional;
d. bahwa pengaturan  mengenai Kepalangmerahan
D belum diatur dalam suatu Undang-Undang;
® c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, hurul b, huruf ¢, dan huruf
D d, ‘'perlu  membentuk  Undang-Undang  tentang
Kcpalangmerahan; _
; -Mengingat ¢ 1. Pasal § ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
D ! Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
D
»
)

2. Undang . ..
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| 2

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-
J Serta Ncgara Republik Indonesia dalam Seluruh
) : Konpensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoriesia
Nomor 1644),

. Dengan Persetujuan Bersama
) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPALANGMERAHAN.

BAB [
KETENTUAN UMUM

)
)
b
Pasal 1
b Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
b |. Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan
dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang
b merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan
D konvensi. !
9. Konvensi adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang
b telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59
b Tahun 1958 tentang lkut-Serta Negara Republik
Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa tanggal
12 Agustus 1949.
3, Lambang Kepalangmerahan adalah + simbol
| Kepalangmcrahan yang terdirl atas lambang palang
merah dan lambang bulan sabit merah yang

dilindungi berdasarkan Konvensi.

)

B

b

b |

D ' 4. palang . . .
& |

b

b
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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4. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat
PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas
asas perikemanusiaan dan atas dasar sukareia
dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan,
dan paham politik.

5. Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat
meringankan penderitaan sesama manusia yang
dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan,
suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria

~lain yang serupa,

6. Konlflik Berscnjata adalah perang yang didahului oleh
pcrnyétaan dari suatu negara atau suatu sengketa
antarnegara yang disertai pengerahan angkatan
berscnjata negara.

7. Tanda Pelindung adalah lambang palang merah yang
digunakan scbagai pelindung dalam penyelenggaraan
Kepalangmerahan.

8. Tanda Pengenal adalah lambang palang merah yang
digunakan scbagai pengenal untuk memberikan ciri
dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan.

9. Sectiap Orang adalah orang pcrscorangan atau
korporasi.

10. Pemerintah Pusal adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun
1945,

11, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

—

unsur penyclenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pclaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB It .=

TGS
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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BAB 1!
PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh:
a. pemerintah; dan
b. PMI.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan dalam:
a. masa damai; dan =
b. masa Konflik Bersenjata.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepalangmerahan . sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan

prinsip:

a. kemanusiaan;
b., kesamaan;

c. kenetralan;

d. kemandirian;
€. kesukarelaan;
f.  kesatuan; dan
g kesemestaan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai  penyelenggaraan

" Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BABIII. ..
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i 4 BAB III

o BENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH
L .

Bagian Kesatu

I Umum

) Pasal 6

0 : Negara Indonesia ‘menggunakan lambang palang merah
) sebagai Lambang Kepalangmerahan,

55_ Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan, lambang
palang merah berfungsi sebagai:
e a. Tanda Pelindung; dan

e

b. Tanda Pengenal.

Pasal 8

3

3

3 Lambang palang mcrah sebagaimana dimaksud dalam
) Pasal 7 huruf b harus berukuran lebih kecil daripada
' ) lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam
] Pasal 7 huruf a.

3

Bagian Kedua .
Bentuk |

Pasal 9

(1) Lambang palang merah sebagaimana dimaksud
) ; dalam Pusal 6 berbentuk:

§
1
y
i

) : | a. gambar . .




PRESIDEN
| REPUBLIK INDONESIA
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a. gambar palang dengan ketentuan panjang palang
horizontal dan panjang palang vertikal berukuran
sama berwarna merah dj atas dasar putih;
dan/atau

b. kata-kata palang merah.

(2) Lambang palang merah sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan

Paragraf |
Tanda Pelindung

Pasal 10

Lambang palang merah sebagai Tanda FPelindung
digunakan olch Satuan Kesehatan Tentara Nasional
Indonesia pada masa Konflik Bersenjata.

Pasal 11

(1) Penggunaan lambang palang merah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 hanya digunakan oleh:
a. personcl;
b. rohaniwan yang diperbantukan;
C. sarana transportasi kesehatan; dan
d. fasilitas dan peralatan kesehatan,
pada Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia.
(2) Selain digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara
Nasional Indonesia, Tanda Pelindung pada masa
Konflik' Berscnjata scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 dapat digunakan oleh:

a. PMI, ..

{
{
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b a. PMI yang diperbantukan pada Satuan Kesehatan
) Tentara Nasional Indonesia;
b. tenaga kesehatan sipil;
] ¢. rumah sakit sipil; dan
) d. sarana transportasi kesehatan sipil.
(3) Penggunaan lambang palang merah sebagaimana
b ~dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf ¢, dan huruf d
dapat dilakukan sctelah mendapat izin Panglima
) Tentara Namonal Indonesia. , -
; (4) Tata cara pcmbcrlan izin sebagalmana dimaksud
pada ayat '(3) ditetapkan oleh Panglima Tentara
b Nasional [ndonesia,
b
Pasal 12
’ “
Penggunaan Lambang palang merah sebagai Tanda
b Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
) - ayat (1) dapat juga digunakan pada masa damai.
' Pasal 13
) (1) Tanda Pelindung yang digunakan oleh Satuan
Keschatan Tcntara Nasional Indonesia sebagaimana
b dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) humif a dan |
b huruf b, serta selain Satuan Kesehatan Tentara 4'
Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
] Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas: |
a. kartu identitas; :
} ' b. tanda pelindung dada; dan
) ¢. ban lengan,
yang dikcluarkan oleh Panglima ‘Tentara Nasional

Indonesia.
(2) Tanda Pelindung scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sclama bertugas.

(3) Bentuk . .
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(3) Bentuk dan tata ‘ara penggunaan Tanda Pelindung
sebagaimana-d-imaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Paragraf 2 -
Tanda Pengenal

Pasal 14

Lambang palang mcrah sebagai Tanda Pengenal

digunakan oleh: -

a. Satuan Keschalan Tentara Nasional Indonesia pada
masa damai; dan

b. PMI pada masa damai dan masa Konflik Bersenjata.

Pasal 15

Lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal pada
masa damai scbagaimana dimaksud daiam Pasal 14
dapat digunakan oleh unit kesehatan non-PMI dalam
fungsinya untuk pertolongan pertama secara temporer
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengurus
Pusat PMI,

Pasal 16

(1) PMI menggunakan lambang palang merah sebagai
Tanda Pengenal untuk mendukurng:
a. Kegiatan Kemanusiaan: dan
b. penyebarluasan hukum humaniter internasional.
(2) Selain untuk mendukung kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PMI mcnggunakan lambang
palang mcrah sebagai Tanda Pénge;na.l untuk sarana
transportasi kesehatan serta barang bantuan lainnya
yang diberikan kepada korban Konflik Bersenjata dan
korban bencana. :

Pasal 17 . . .

i
3
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Pasal 17

Lambang palang merah sebagai Tanda Pengcnél
digunakan sebagai tanda:

a. keter'lekatan;

b. dekoratif; dan

C. asosiatif,

Tanda asosiatif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 5
huruf ¢ dapat digunakan setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Pengurus Pusat PM],

-

Pasal 18

Tanda Pengenal yang digunakan oleh Satuan
Kesehatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

a. identitas;

b. ban lengan; dan/atau

¢. tanda lain,

yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Nasional
Indonesia.

Tanda Pcngenal yang digﬁnakan oleh  PMI
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdini
atas:

a. kartu identitas;

b. bendera PMI; dan

€. tanda lain, .

yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat PM.

Pasal 19

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf b dapat digunakan pada saat terjadi
kerusuhan atau gangguan keamanan, tetapi tidak
menyerupai Tanda Pelindung.

(2) Ketentuan . , ,
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(2) Ketentuan lebih lanju-t'mengenai Tanda Pengenal
yang digunakan pada saat terjadi kerusuhan atay
gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pcmerintall

BAB IV
PENGGUNAAN LAMBANG
KEPALANGMERAHAN INTERNASIONAL

Pasal 20

Dalam masa damai, petugas Komite Internasional Palang
Merah, pctugas Federas; Internasional Perhimpunan
Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta
perhimpunan nasional Kepalangmerahan negara lain yang
dalam menjalankan tugasnya menggunakan Lambang
Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal  wajib
membawa  kartu identitas yang dikeluarkan oleh
organisasinya masing-masing dan dikoordinasikan oleh
PMI.

Pasal 21

Dalam hal  terjadi Konflik Berscnjata, para pihak yang
terlibat dalam pertikajan wajib menghormati dan/atau
memberikan ‘pelindungan kepada  objek yang
menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda
Pelindung  sesuai dengan ketentuan hukum humaniter
internasional.

BAB V ., .
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] PALANG MERAH INDONESIA
b BALY,
Bagian Kesatu
) Tugas
b Pasal 22
) PMI bertugas::
a. memberikan  bantuan kepada korban  Konflik
) Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan
b lainnya;
b. memberikan pelayanan.  darah  sesuai dengan
) : ketentuan peraturan perundang-undarngan:
e €. melakukan pembinaan relawan;
d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang
) berkaitan dengan Kepalangmerahan;
) = €. menyebarluaskan in?‘ormasz’ yang berkaitan dengan
kegiatan Kcpalangmerahan;
) f. membantu dalam penanganan musibah dan/atau
bencana di dalam dan di luar negeri,
) \ g membantu pemberian pelayanan kesehatan dan
B sosial; dan
h. melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang
: ) diberikan olch pemerintah.

Bagian Kedua
. Lambang PMI

Pasal 23

(1) Lambang PMI berbentuk palang merah yang dilingkari
I garis merah berbentuk bunga melati berkelopak 5
1 (lima) di atas dasar putih.

(2) Bentuk . . .
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(2) Bentuk lambang PM]| scbagaimana dimaksud pada '
ayat (1) tercantum dalam Lampiran ] yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-

Undang ini.

Pasal 24

Lambang PM] hanya digunakan oleh personel, unit
pelaksana teknis, fasilitas dan peralatan kesehatan,
bangunan, sarana transportasi kesehatan, serta sarana
lain yang berkaitan dengan kegiatan PMI.

Pasal 25

)
b
)
b
b
b
b
b
(1) Lambang PMI hanya dapat digunakan oleh pihal lain
b untuk  tujuan yang  mendukung  kegiatan
D Kepalangmerahan setelah ‘mendapat persetujuan
Pengurus Pusat pM1.
' (2) Dalam hal pihak lain menggunakan Lambang PMI
bersama dengan logo atau merek suatu produk
b barang atau jasa untuk kepentingan mendukung
-y kegiatan Kepalangmerahan, persetujuan sebagaimana
dimaksud pada syat (1) diberikan setelah memenuhi
] persyaratan yang ditctapkan oleh Pengurus Pusat
[ o A
PMI.
B -y

Bagian Ketiga
Organisasi

’{ Pasal 26 i

PMI terdiri atas:

a. PMI Pusat;

b. PMI Provinsi;

¢. PMI Kabupaten/kota; dan
h_. ' d. PMI Kecamatan,

= wmpy

Pasal 27 . , .
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Pasal 27

(1) PMI Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf a berkedudukan di ibukota negara dan memiliki
wilayah " kerja meliputi seluruh  wilayah Republik
Indonesia, ;

(2) PMI Provinsi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf b berkedudukan dj ibukota provinsi memiliki
wilayah kerja meliputi wilayah provinsi.

(3) PMI Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf ¢ berkedudukan - dj ibukota
kabupalen/kota memiliki wilayah kerja meliputi
wilayah kabupaten /kota.

(4) PMI  Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf ¢ berkedudukan di kecamatan memiliki

L e —————————wilayah kerja meliputi wilayah kecamatan,
)
4 Pasal 28

e S

Ketentuan mengenai struktur'organisasi, kepengurusan,
unit pelaksana teknis, wewenang, tanggung jawab PMI,
serta tata cara _pc'ngggnaan' lambang PMI ditetapkan
dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI
sesuai  dengan - ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Bagian Keempat .
Kerja Sama dan Koordinas;i

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, pMm] bekerja sama dan berkoordinasi
dengan  organisasi internasional dan orgahisasi
nasional yang bergerak di bidang kemanusiaan serta
instansi pemerintah terkait. '

(2) Kerja ., .

T e e s
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(2) Kerja sarma dan koordinas; sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan pemndang-undangan.

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 30

(1) Pendanaan pPM] dapat diperoleh dari:
a. donasi masyarakat yang tidak mengikat; dan
b. sumber dana lain  yang sah sesuai  dengan
ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemeriniah Pusat dan Pemerintah Daerah
dapat memberikan dukungan dana dari anggaran
pendapatan dan belanja Negara dan/atauy anggaran
pendapatan dan belanja daerah,

Pasal 31

(1) Pengelolaan pendanaan ppmj dilaksanakan sccara
transparan, tertib, dan akuntabel sesyaj dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan Pendanaan PM| diaudit sesyaj dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V|
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

Kepalangmerahan dapal dilakukan dengan cara:

a. memberikan . .
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a. memberikan bantu:\in tenaga, dana, fasilit'as, serta
sarana dan prasarana; :

b. mengawasi kegiatan Kepalangmerahan;

C. membertkan masukan . terhadap kebijakan
chalangmerahan; dan

d. menyampaikan informasi dan/atau laporan
penyalahgunaan lambang dan nama
Kepalangmerahan,

BAB V]I
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap kegiatan Kepalangmerahan,

Pasal 34

Untuk meningkatkan peran  serta masyarakat dalam
penyelenggaraan  Kepalangmerahan - sebagaimana
dimakéud dalam Pasal 32, pemerintah berkewajiban
melakukan pembinaan terhadap. orang perseorangan,
kelompok orang, dan organisasi atau lembaga
kemanusiaan lainnya yang terdaftar.

Pasal 35

Dalam rangkd pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, Ketua Umum PMI melaporkan kegiatan
Kepalangmerahan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun atau secara insidental,

BAB vIIl . . .

\

k

:
.
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BAB Vil
LARANGAN

Pasal 36

(1) Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan
Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal
atau Tanda Pelindung selain sebagaimana yang diatur
dalam Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang dilarang menyalahgunakan nama dan
Lambang Kepalangmerahan scbagai Tanda Pengenal
atau  Tanda Pelindung dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan pribadi,

(3) Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan
Lambang Kepalangmerahan atau lambang - PMI
sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama
suatu badan hukum tertentu atay organisasi tertentu
dan/atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan
atau larribéng PMI untuk reklame atau iklan

komersial.

(4) Setiap Orang dilarang meniru atau menggunakan
nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama
dan lambang PM] yang berdasar}(an bentuk dan
warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat
menimbulkan  kerancuan dan kesalahpengertian
terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan

atau lambang PMI, kecuali lambang yang telah diatur
dalam hukum internasional.
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BABIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan nama
dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal
atau Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana perjara paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

‘Pasal 38

Setiap Orang yang ményalahgunakan nama dan Lambang
Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda
Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama S {lima)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 39

(1} Sctiap Orang yang menggunakan nama dan Lambang
Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek
suatu produk barang, Jjasa, atau nama suatu badan
hukum tertentu atau organisasi tertentu dan/atau
menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau
lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial
scbagaimanz dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp10.000.000,000,00 (sepuluh miliar rupiah).
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(2) Selain pidana pokok yang'dijatuhkan, pelaku dapat
dikenai pidana tambahan berupa penarikan produk
barang yang beredar dari percdaran.

Pasal 40

Setiap Orang yang meniru atau menggunakan nama dan
Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI
yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian
maupun seluruhnya dapat menimbulkan’ kerancuan dan
kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang
Kepélangmcrahan atau lambang PMI scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dipidana dengan pidana
penjara paling lama | (satu) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah),

BAB X ,
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Undang-Undang ini mulai beriaku, penggunaan
Lambang Kepalangmerahan yang telah digunakan oleh
Setiap Orang yang tidak berhak berdasarkan Undang-
Undang ini wajib diganti dalam waktu paling lama 2 (dua)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlakuy:

a. perhimpunan ,
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a. perhimpunan PM] yang diakui dan ditunjuk scbagai
Satu-satunya organisasi untuk menjalankan
pekerjaan palang merah dj Republik Indonesia Serikat
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2S5 Tahun
1950 ditetapkan scbagai PMI berdasarkan Undang-
Undang inj;

b. PMI sebagaimana dimaksud dalam huruf g
menjalankan tugas, fungsi, dan wéwenangnya
berdasarkan Undang-Undang ini,

Pasal 43

Organisasi kemanusiaan lain tetap dapat melaksanakan

Kegiatan Kemanusiaan sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulaj berlaku, semua
peraturan perun-dan'gundangan yang  mengatur
Kepalangmerahah, dinyatakan masih tetap berlaky
sepanjang tidak bei-tenrangan dengan ketentuan dalam
Undang: Undang ini, ' '

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dar Undang~Undang ini harus
ditetapkan paling lama | (satu) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

\ Pasal 46

Undang-Undang  inj mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan,
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang--Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Januari 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, 3

ttd,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
an Kebudayaan,

m dan Perundang-undangan
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALANGMERAHAN

[. UMUM

b Salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum
dalam Pembukasn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

b . Tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu
cara yang dapat digunakan untuk mendukung ketertiban dunia
adalah melalui penyelenggaraan Kepalangmerahan, baik di dalam
maupun di luar negeri. Penyelenggarauan  Kepalanginerahan
merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan
beradab, wajib mendapatkan pclindungan, Pelindungan tersebut,
terutama untuk menjamin penggunaan Lambang Kepalangmerahan
oleh pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan.
Secara internasional, Konvensi Jenewa tzlah menetapkan tanda
pembeda yang digunakan oleh para petugas penolong korban

peperangan, yaitu dalam;:
a. Konvensi Jenewa | Tahun 1949,

b. Konvensi Jenewa Il Tahun 1949;

c. Protokol Tambahan I Tahun 1977,

d. Ketetapan Konferensi Internasional Palang Merah XX Tahun 1965:
dan

e. Hasil ker_ga Dewan Delegasi Gerakan Palang Merah dan Bulan
Sabit Merah Internasional Tahun 1991,

|

Konvensi . . .

T T T oM o o S i 4 o b e 2
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Konvensi Jenewa Tahun 1949 bert
korban tawanan perang dan para penggiat a
Konvensi tersebut telah diratifi
termasuk Indonesia melalui rat
dengan Undang-Undang Nomo
Negara Republik Indonesia dal

Wuan untuk melindungi
tau relawan kemanusiaan.
kasi oleh kurang lebih 192 negara,
ifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1949
r 59 Tahun 1958 tentang lkut-Serta

am Scluruh Konpensi Jenewa tanggal
12 Agustus 1949. Konvensi tersebut tidak memberikan pengesahan

terhadap peperangan, tetapi untuk menetapkan ketentuan yang harus

ditaati oleh negara-negara untuk mengurangi penderitaan akibat
perang.

Pengaturan penggunaan Lambang Kepalangmerahan dalam
sebuah Undang-Undang merupakan salah satu kebutuhan hukum
masyarakat yang mendesak untuk diimplementasikan karena pada
saat ini penggunaan Lambang Kepalangmerahan di Indonesia rancu
dan tidak dapat dipastikan bahwa lambang tersebut sebagai tanda
pembeda bagi petugas dan sarana relawan kemanusiaan tertentu
sebagaimana telah ditetapkan oleh Konvensi Jenewa Tahun 1949,

Perlunya pertimbangan untuk menggunakan satu lambang
sesuai dengan hasil pertemuan pertemuan Konferens: Internasional
Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-20 di Wina Tahun 1965 dan )
direvisi oleh Dewan Dclegasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di !
Budapest Tahun 1991, Kedua pertemuan telah menghasilkan
pengaturan penggunaan lambang Palang Mecrah atau Bulan Sabit
Merah oleh Perhimpunan Nasional (Regulation on the Use of Emblem of
the Red Cross or the Red Crescent by the National Societies).

Penyelenggaraan Kepalangmerahan berdasarkan Konvensi
dilaksanakan oleh PMI. Perhimpunan PMI yang diakui dan ditunjuk
sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang
merah di Republik Indcnesia Serikat berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 25 Tahun 1950 ditetapkan sebagai PMI berdasarkan Undang-
Undang ini .dan menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya
berdasarkan Undang-Undang  ini.  Dalam penyelenggaraan
Kepalangmerahan, Pemerintah Pusat - dan Pemerintah Daerah

melakukan koordinasi dan melindungi terhadap penyelenggaraan
Kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI. .

II. PASAL . . .
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]

b

b

b

b

b

Pasal 1
Cukup jelas,

Pasal 2
Dalam ketentuan ini penyelenggaraan Kepalangmerahan oleh
pemerintah disesuaikan  dengan tugas dan fungsi
kementerian/lembaga.

Pasal 3 .

Yang dimaksud dengan “‘penyelenggaraan Kepalangmerahan
dalam masa damai” antara lain adalah kegiatan penanggulangan
akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan

7

kemanusiaan, serta pencarian dan pertolongan korban.

Yang dimaksud dcngan penyelenggaraan Kepalangmerahan

o dajam _wﬂlk—ﬁﬂmcw antara lain adalah melindungi

- dan menolong korban perang, merawat orang vang sakit dan
terluka, serta melaksanakan Kegiatan Kemanusian terkait dengan

perdamaian dunia.,

P
b
» Pasal 4
b Huruf a

‘ Yang dimaksud dengan ‘“prinsip kemanusiaan” adalah
b prinsip yang menckankan Kegiatan Kemanusiaan dalam hal
b memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada para korban

perang, mencegah, dan mengurangi penderitaan manusia di

P mana pun dengan memanfaatkan kemampuannya, baik
)

secara nasional maupun internasional. Tujuannya adalah
untuk melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin
penghargaan bagi manusia- dengan mengedepankan saling
pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian abadi
di antara umat manusia.

Hurufb. ..
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"Huruf b-
Yang dimaksud dengan “prinsip kesamaan” adalah prinsip
yang menckankan Kegiatan Kemanusiaan menyamakan dan
tidak membedakan atas dasar kebangsaan, ras, agama,
- status, ataupun pandangan politik. Tujuannya meringankan
penderitaan individu dan hanya membedakan korban
menurut keadaan kesehatannya sehingga prioritas diberikan
kepada korban yang keperluannya paling mendesak.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “prinsip kenetralan” adaleh prinsip
yang menekankan - Kegiatan Kemanusiaan dalam rangka
menjaga kepercayaan para pihak dengan tidak berpihak di
dalam perselisihan atau terlibat dalam kontroversi yang
bersifat politis, rasial, keagamaan, atau ideologis,
Huruf d
Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah prinsip
yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan yang mandiri.
] Perhimpunan  Nasional, yang  melakukan jasa-jasa
kemanusiaan dan membantu Pemerintah Pusat dan
b Pemerintah Daerah serta tunduk pada hukum nasional di
negaranya, harus selalu mempertahankan kemandiriannya
b sehingga mereka setiap saal dapat bertindak sesuaj derigan
] prinsip-prinsip Gerakan,
b

b
b
b
b
b
b
b
)

D
b
b
b
b
b
b
b
P

Hurufe ; :
Yang dimaksud dengan “prinsip kesukarelaan” adalah prinsip
yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan bersifat sukarela
dan tidak bermaksud sama sckali untuk mencari

keuntungan. i
Huruf f '

Yang dimaksud dengan “prinsip kesatuan” adalah hanya

dapat didirikan satu perhimpunan palang merah atau bulan

sabit merah nasional di dalam suatu negara. Palang merah

atau bulan sabit merah tersebut harus terbuksa bagi semua
_ orang dan harus melaksanakan pelayanan kemanusiaannya
¥ di seluruh wilayah negara. :

w

i Hurufg. ..

b
b
D
)

b
)
)
)
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Huruf g
Yang dimaksud dengan “prinsip kesemestaan” adalah
anggota-anggota gerakan Kegiatan Kemanusiaan diakui di
seluruh negara. Masing-masing negara memiliki status atau
kedudukan yang sama dan berbagi tanggung jawab dan
kewajiban yang sama guna saling membantu di seluruh
dunia.

Pasal 5
Cukup jelas,

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas,

Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “personel” adalah orang
perscorangan, baik anggota Tentara Nasional Indonesia
Mmaupun pegawai negeri sipil yang bertugas pada
Satuan Keschatan Tentara Nasional Indonesia.

Hurufb. ..
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Huruf b
Yang dimaksud dengan ‘rohaniwan” adalah pemuka
agama atau anggota Tentara Nasional Indonesia yang
karena keahlian dan pengetahuannya memperoleh
tugas dalam melakukan pelayanan kerohanian sesuaj
dengan agama yang dianut,
Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd
. Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b ’
' Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan sipil” adalah
tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan pada Satuan
Kesehatan Tentara Nasional Indonesia,
Hurufc
Yang dimaksud dengan “rumah sakit sipil” adalah
rumah sakit di |uar rumah sakit Tentara Nasional
Indonesia, termasuk rumah sakit Kepolisian Negara
Republik Indonesia, '
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas,
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas,

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14 ., , .
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Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang  dimaksud dengan ‘hukum  humaniter
internasional”  adalah  hukum yang  mengatur
pelindungan korban perang yang meliputi Konvensi
Den Haag dan Konvensi Jenewa, berikut yurisprudensi,
perjanjian, dan hukum kebiasaan internasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tanda keterlekatan”, misalnya
adalah pada lencana atau plat nomor kendaraan yang
hanya boleh dikenakan pada personel dan barang milik
PMI.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “anda dekoratif’, misalnya
adalah pada medali atau pamflet dan spanduk, hanya
boleh dicantumkan oleh PMI sesuaj dengan tujuan
kegiatannya.

Hurufe. ..
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Hurufc

Yang dimaksud dengan ‘“tanda asosiatif’, adalah
lambang yang ‘tampak- pada. pos pertolongan pertama
pada kecelakaan, misalnya di pinggir jalan, di dalam
stadion, atau ruang publik lainnya, atau pada sarana
transportasi bukan milik PMI, tetapi dicadangkan
untuk tindakan darurat yang bebas biaya kepada warga
sipil yang cedera atau sakit.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
) Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “tanda lain”, antara lain topi,
rompi, jaket, dan helm.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “tanda lain”, antara lain topi, E
rompi, jaket, dan helm.
Pasal 19
Cukup jelas,
i
Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21 . ..
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b Pasal 21 _

] Yang dimaksud dengan “objek” adalah tenaga kesehatan dan
rohaniwan Tentara Nasional Indonesia, personel PMI, tenaga

b kesehatan dan rohaniwan sipil, organisasi kemanusiaan lain,

b sarana dan tranportasi kesehatan, serta fasilitas dan peralatan

) kesehatan.

b

Pasal 22
Huruf a
) Cukup jelas.
) Huruf b
Dalam ketentuan ini pelayanan darah yang dilakukan oleh
b PMI melalui Unit Donor Darah (UPD) PMI.
‘Huruf ¢
) Cukup jelas.
] Huruf d
- | Cukup jelas.
b ' Hurufe
b Cukup jelas.
Huruf f
b Culup jelas.
b Huruf g
Cukup jelas.
b Huruf h
‘ Cukup jelas,
b
)
b
b
)
)

Pasal 23
Cukup jelas.

ST

Pasal 24
1 ' Cukup jelas.

o
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\ 5 Pasal 25, . .
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Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas,
Pasal 27
Cukup jelas,
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “organisasi internasional”, antara lain

Komite  Internasional Palang

dan  Federasi

Internasional Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan

Sabit Merah.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas,

Pasal 33
Cukup jelas,

Pasal 34 . . .
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Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

' Pasal 36
. Ayat (1)
b Cukup jelas
Ayat (2)
B Cukup jelas,
) Ayat (3)
P Cukup jelas.
B © Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ‘lambang yang telah diatur dalam
' hukum internasional” antara lain tanda palang merah yang
' ¥ digunakan pada lambang obat narkotika.
b
b
)
)
b

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

i Pasal 40
Cukup jelas.

? Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42 . . .
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Pas.al 42
. Cukup jelas.
’ Pasal 43
' Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45.
Cukup jelas.
Pasal 46°
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPBULIK INDONESIA NOMOR 6180
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LAMPIRAN |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KEPALANGMERAHAN

LAMBANG PALANG MERAH

Penjelasan:

1. Umum
a. Tanda palang berwarna merah di atas dasar warna putih.

b. Ukuran panjang palang horizontal sama dengan panjang palang
vertikal.
2. Perbandingan ukuran

a. Ukuran jarak antara titik-titik;
a sampai dengan b = b sampai dengan ¢ = ¢ sampai dengan d = d

sampai dengan ¢ = ¢ sampai dengan f = [ samnpal dengan g = g
sampai dengan h = h sampai dengan i = i sampai dengan j = j
sampai dengan k = k sampai dengan | = | sampai dengan a.

b. Apabila . . .




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

iy

b. Apabila ditarik garis imajiner darj tit;k-titik:
| sampai dengan c; ¢ sampai dengan. f; f sampai dengan i |
sampai dengan | seakan-akan dipercleh 5 (lima) buah bujur
sangkar yang sama.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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LAMPIRAN 11 _
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KEPALANGMERAHAN

LAMBANG PALANG MERAH INDONESIA

Penjelasan:

l. Umum v
Tanda Palang Merah dengan Lingkaran Bunga harus selalu berwarna
merah dan terletak di atas dasar warna putih.

2. Perbandingan ukuran

a. Perbandingan ukuran Palang Merah sama seperti pada ketentuan
Lampiran I;

b. Lingkaran Bunga dibuat dengan menggabungkan 5 (lima) buah
busur dan lingkaran bulat seperti ‘membentuk gambar bunga
berkelopak lima; , '

. C. Perbandingan antara lebar bidang palang dan kontur bunga (A:B)
adalah 5:1.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
el Kebudayaan,
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  PerasGran Pemerintah  ini dengan
penempatannya  dalam  Lembaran Negara Republik
Indonesia, :

Ditetapkan di Jakarta
pada tinggal 22 Pebruari 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ek,

JOKO WIDODO
Diundanglkan di Jakaria
pada tanggal 26 Februasi 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASL MANUSIA
REPUBLIK '!NDONESIA-, :

tiel,
YASONNA i1, LAOLY

LEMEARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan sesual aengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NFGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deput! Bidang
Pr,mbcmgunan Marnusia dan Kebudayaan,

qugﬁ/ %LE’;’ gﬂ*‘;\qkum dan T’x,rundcmg-undamffan

4(.// A x“ ) m*
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL:K INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHIN 2018
TIENTANG KEPALANGMERAIAN

L. UMUM

Penyclenggaraan  Kepalangmerahian ~ merupekan salah  satu
pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatken
pelindungan, Pelindungan tersebuf, ferittama unbuk menjamin  dalam
penyelenggaraan  kegiatan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh
Pemerintah dan PMI serta penggunaan tanda pengenal oleh pihax yang
melakukan  penyelenggaraan  Kepalangmerahan nada | saat terjadi
kerusuhan dan gangguar kecamanan.

Oeh karena itu, Peraturdn Pemeérintah ini hertujuan tntuk
melaksanakan ketent.ar Pasal 5 dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Taliun 2018 tentang Kepalmgmerahran yang mengatur mengenai
'pcnye]enbgarqan Kepalangmerahan oleh  Pemetintah dan PMI serta
penggunaan tanda pengenal pada saat terjadi kerusuhan dan gangguan
keamanai:.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintak ini,

antara lain
- penyelenggaraan Kepalangmerahan pada mass demai;
b. penyelenggaraan Kepalahgmerahan pada masa konflik bérsenjata; dan

¢. penggunaarn tande pengenal pdda saal {erjadi kcrus_lhan dan gangguan
kearranan,

L. PASAL . ..
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asal :

Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a |
\-’ﬁang .cl\im&ksud aeri-gara -“pe.mc:rin'té'h” ad

pusal dan pemerintah daerah.

Hurnl b

alah pemerintah

Cukup jelzs,
Ayal (2)

Cukup jelas.
Ayat (3) |
- Cukup jelas, -
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

. Cukup jelas,

' Pasal 4
Ayat (1) .
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukupjelas,

Ayat (3) . . .




Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaxsud dengan “ketentuan  peraturan perundang-
undangan” antdra lain, peraturan peruncang-undangan yang
mengatur mengenai penanggulangan Bencana,
Pasal 5

Cukeup jelas,

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Hurafl &
Cukup jelas,
Hinul b
Culaup jelas.
Hurul ¢

Yang ‘dimaksud dengan “masyarakat menjadi  tanggah
Bencana” adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk
mengenali ancaman di wilayahnya can AMPpU mengorganisir
swmber dayanya untuk mengurangl kerentanan dan sekaligus

meringkatkar kapasitas derni mengurangi risiko Bencarna.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 8

Huraf a

Cukup jelas.

Huruafh . ..
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Huruf b
Cukup jelas.
furuf ¢
Yang  dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar?
misalnya, layanan air dan sanitasi, dapur umum, pertolongan
pertama,  pelayanan ambulans, layanan kesehatan keliling,
pelayanan kesenatan dasar daruratj.., pernampungan darurat,
pemulihan hubungan keluarga, dan cukungan psikososial,

Huraf d

Cukup jelas.

Huruf a
Sulkeup jelas,
Huruf b
Cukup jelas,
Huruf ¢
Cukup jelas,
Hurui d
Cukup jelas.
Huruf e
Culkup j(.ldH
Huruf § |
Istilah pemulihan hubungan keluarga dalam ketentuan ini
dizenal juga dengar istilah reunifikesi Keluzrga.
Pasal 10

Cukup jelas.

Pasa. 11, .,
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Huruf a

Yang dimaxsud dengan “pendivian danv/atau pengelolaan
penampungan  darurat” adalah kegiatan ‘mendirikan dan
mengelola tempat menampung korbzn Beacana/konflik dalarn.
Jangka wak-u tertentu, dengan menggunakan bangunean yarng
telah ada atau tempat berlindung seperti  tenda; hunian
darurat, danr sebagai.:nya-.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan® -adalah suatu

keglatan dan/atau serangkaian kegiazan yang dilakukan secara

terpadu, - terintregasi, serta berkesinambungan.  untuk
memelihara dan meningkatkan derajat keschatan masvaraxat
dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan,
pengobatan penyakit, dan pemulihan kesekatan.

Hurul ¢

Pasal 12

Yang dunaksud dengan “pelayanan  sosial’ adalah  suatu
kegiatan dan/atau scrangkaian kegiatan yvang dilakukan untul
memberikan dukungan kepada kelompok rentan dan/fatan
kelompok berisiko tinggl yang berhubungan dengan masalah-
muasalah sosial dan nilai-nilai masyarakat,

Cukup jelas.

Pasgal 18

Furuf a

Yang dimakend dengan “enags profesional® antara lain, sonEga
keselhintan dan relawan.

Euruf b

Cukup jelas.

Hurafe ...
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Hurul ¢
Cukup jelas.
Huru{ d

Cukup jelas

Pasal .4

Huruf a

Yang dimalsud dengan “promoti adalah suatu kegiatan
dan/atau serangksian keglatan pelayanan kesehatan yang
bergifat promosi keschatamn.

Yang dimaksud -dengan “preventif® adalah suatu kegiatan
dan/atau se angkaian kegiatan pencegahan terhadap  suatu
~asalah kesehasan/penyakit.,

Yang dimaksud. dengan “kiratif’ adalsh suatu kegiatan
dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan -yang dituukan
uatuk  penyemdbuhan  penyakit, pengurangan penderitaan
akibat penyakit, pengendalian penyalkit, atau pengendalian
kecacatan a. éxr kualitas penderita dapat terjaga secptimal
mungkin. '

Yang dimaksud dengan “rehavilitatif” adalah kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatah untuk mengembalikan penderita ke
dalam masyarakat schingga dapat berfungsi kembali sebagai
anggota - masyarakat yang berguna  untuk dirinya dan

masyarakat semaksimal mungkin sesuai cengan
kemampuannya,

FEurul' b

Culcup jelags

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 16 , . .




Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 1§

A7

Cukup jelas.

Pasal 1¢
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Unit Donor Darah dalam ketentuan ini dikenal dengan namz Unit

Transfusi Darah.
Huruf a

Cukup jelas,
Huruf b

Cukup jelas,

| Hurud ¢

Yang dimakeud dengan “fasilitas

pelayanan

kesehatan”

misalnya, rumah sakit atau pusat keschatsn masyaraxaz, tidak

lermasuk apotek.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas,

108}

Pasal 22

Cukup jélas.

Pasal 23.. . .
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Pasal 23

Sukup jelas.

Pasal 24
“uruf a
Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan pada kondisi
kegawatdaruratan” adalah tindakan yang dibutubken oleh

korban/pasien gawal darurat dalam waktu  segera untulk
menyclamatkan kehidupannya.

Harul b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jétas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a
Culbup jelas.

Hurut' b
Yang dimaksud dengan “pendarnpingan perawatan keluarga”
adalah  kegialan yang bertujuan untuk  mewwjudkan
kemampuan setiap anggota keluarga untuk dapat menslong
dirinya sendiri atau  keluarga yang sedang memeslukan
bantuan, terutama dalam  hal memelihara  kesehatan.
Pendampingan perawatan keluarga dapat dilakulan dengan

mengenal . | .
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mengenal masalah .‘kesehatan,' mengambil  keputusan yang
tepar terhacan masalah keschatan yang ada, x'nc:r'awat-eanggota
keluarga dengan masslak kesehatan, mermodifikasi lingkungan
yang tepat untuk masalah kesehatan yang terjadi, dan mampu
ri'u;':me'mi'aat.i-:an fasilitag pelayanan kesehaten dengan bail.

Huruf ¢
Cukup jclas

Pasal 28

Culeup jelas,
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas,
Pasal 31

Cukup jelas,
Pasal 82

Cukup jelas.
Pezsal 33

Cukcup jelas,

Pasal 34

Cukup jelas,

Pasal 35

Cukup jelas,

Pasal 36 . , .
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FPasal 36

rang  dimalesud dengan “ ‘Upaya kesehatan lain sesuai déngun

gebutahan® adalak Upaya yang - diberikan untuk memenuhi
Kebutahan Yang tepat bdf,l kesembuhen . orang yang saiit dan
ferluka. Kebutuhan bagi kesembuhan orang yeng sakit dan. terluka
perbeda-beds tergantung dari sakit dan luka yang diderita,

Pasal 37

Culup jelas.
Pagal 38

Cukup jelas..
Pasal 3¢

Culkup jelas.
Pasal <0

Cukuy jelas,
Pasal 4|

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jetas.
Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal: 44
Cukup Jela 8.

Pasal 45 .
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Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 16

Culup jelas.
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